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BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 7 TAHUN 2OL2

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2OLO TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2OO9

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,
bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal L2L ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terhadap
pelaksanaan denda administrasi untuk penduduk Warga Negara

Indonesia dan penduduk Orang Asing agar berjalan dengan tertib
dan ada kepastian hukum perlu ada rincian pengaturan tentang
besarnya denda;
bahwa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

kepemerintahan Kabupaten Wonosobo perlu mengubah Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2OIO tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2OO9

tentang Penyelenggaraan Administarsi Kependudukan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25

Tahun 2OLO Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daera-h

Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2OOg tentang
Penyelenggaraan Administarsi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun L974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 1,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 );
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a371;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Kemanusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a235);
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47 ,Tar-bahan Lepoharar- N,egara Repuhlik Indonesia- Nomor +286)l
Undang-Undang' Nofiior 1 Tahun 2OA4 'tentang
Perbendaharaan Negara {Lernbaran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nornor 51, Tarnbahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4355 l;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pernerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2W Nomor
125, Tarnbahan lrr:rbaran Negara Republik trndonesia Nomor 44371
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldrir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nornor
59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aa\
Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2OO4 tcntang Perirnbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daers.tr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor L26,
Tanrbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor aa38h
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegara€ul
Repuhlik Ind.onesia ftr embaran Negiara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 46341;

12. Undang-Undang Norrror 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi
Kependudukan (Lenobaran Negara Republik Indonesia Tahun z0oa
Nornor L24, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a67al;

X3. Undang-Undang Nomor 52 T,ahun 2OOg tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 5O8Oh

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOfi tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Irmbaran Negnra Republik
Indonesia Tahun zA11 Nomor 82, Tambahan l,ernbaran Negara
Republik Indones:ia Nomor 523a | ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang klaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7975 Nomor 12,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O5OI;

16. Perattrran Pemerintah N,omor 2 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara
Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Menrperoleh Kertrbali
Kewarganegaraan Republik Indonesia (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2087 Nornor 2, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a6761;

17. Peratur.an Pemerintah Norrror 37 Tahun 20o7 teretang Pelaksanaan
Undang-Undang Nonror 23 Tahun 2A06 tentang Adrninistrasi
Kependudukan {I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7
Nomor 80, Ta.rrbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nornor
a7361;

18. Peraturan Pemerirttah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang Pembagjan
Urusan Pemerirrtahan Arrtara Pemer.intah, Pemerintahan Propinsi,
DaerahKabupaten/Kota (LernbaranNegaraRepuhlikftrdonesia
Tahun 2OO7 Noraor 82, Tamb,al'an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47371;
Perafirran Presiden Nomor I Tahun 2OAT tentarrg Perrgesahan
Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Norrror 2 Tahun 2OO8
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo

{Lembaran Daera}r Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nornor 7};
Peraturan Daerah Kabtrpaten Wonosobo Nornor 14 Tahun 2OO8
tentang Pernbenttrkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah
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Peraturan Daerqlr Kabrrpatec. Wonosobo Nomor 6 Tahun 2OOg 
i

tentang Fenyebfisgaraan Adr-ninistrasi Kependudukan {Icmbaran
Daerah Kabupaten Won"*obo Tahun 2OlO Ntmor 1);
Peraturan Bupati Wonosobo Nornor 25 Tahun 20l0'tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kepeadudukan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2O1O
Nomor 25);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2O1O TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN
2OA9 TENTANG
KEPENDUDUKAN.

PEI\IYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Pasal tr

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 6 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraarl
Admhi$trasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupa.ten Wonosobo Tahun ?OLO Nomor 25)

diubah, dalam Pasal 99 disisipkan I (satu) ayat antara ayat (5) dan ayat {6) yakni
ayat (5d, sehinggakeqqluruhan Pasal99 berbunyi, sqbqgqf bef&qt;

Pasal 99
(1) Denda adrninistratif bag penduduk yang terlambat rnelaporkan administrasi

kependudukan dan peristiwa penting yang dialarni dilaksanakan di Dinas
I(ependudukan dan Pencatatan Sipil.

(21 Denda administratif bagi pendlrduk yang terlanrbat melaporkan perubahan KK dan
perpanjangan KTP dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau

_tfPtD Eriq+q Kepq-r4ud-qkert dqll _Per}qqtatq$ $ipl daE qtau Kec@atan, dan dipun"grt
oleh petugas yang melayani KK dan KTP Dinas Kependr-ldukan dan Pencatatan Sipil
atau UPTD Dinas Kepehftrdukan dan Pencatatan Sipil dan atau Kecamatan.

(3) Keterlambatan perpanjangan KK dihitung mulai 3O (tigapuluh) hari setelatr terjadi
perubahan karena terjadi mutasi pada KK tersebut.

l4l Keter,lambatan perpanjangan KTP dihitung mulai 14 (empatbelas) hari setelah masa
berlaku ICIP habis sebagaimana tercanturn pada blangko KTP.

(5) Pemungutan denda untuk keterlambatan pelaporan perr.lbahan KK dan KTP

dilaksarlak"an bersama-sas-ra denga$ pesr.usgstqn retri-bu$i KK dan KTP.
(5a) Pengaturan besarnya Denda Administrasi Dokumen Kependudukan bagi Warga Negara

Indonesia dan Warga Negara Asing dengan ketenttran, sebagai berikut :

a. pindah datang Orang Asing ytrtg rneuriliki :izin tinggal terbatas dan tingal tetap,
terlambat 31 (tigapuluh satu) hari sebesar Rp. 25O.O00,- (duaratus limapr.lluh rihu
rupiah);

b. pindah datang dari luar negeri bagl pendr.lduk \{/arga Negara Indonesia, terlambat 15

(linnabelas) hari sebesar Rp. 50.OOO,- flimapuluh ribu rr.piah);

9, ssrat keterangau tempat tinsgal bag Orang A$tng yaug meaqi-ltki ian ttrrsgal
terbatas, terlambat 15 {lirnabelas) har,i sebesar Rp. 250.OOO,- (duaratus lirnapuluh
ribu rupiah);

d. KK atau KTP bagi Orang Asing, terlambat 15 Fimabelas) hari sebesar Rp. 25O.OOO,-

(duaratus lima puluh ribu rupiah);
e. perubahan KK Warga Negara Indonesia, rneliputi :

1) terlambat 31 {tigapuluh satu) hari sar'npai dengan 12O (seratus duapuluh} hari
sebesar Rp. L5.OOO,- {lirnabelas ribu rupiah);

22.



f'
sepufuhl hari setrsar R1l. 3O.Om,- ftigapuluh ribu nrpiah);

3) tedambat lebih dari?ll (duaratus sebelas) hari sebesar Rp. 5O.OOO,- fiirnapuluh
ribu rupiah).

f. KTP \it/arga Negara.Indonesia, rrreliputi :

1) terlambat 15 (limabelas) hari sarnpai dengan 1O5 (seratus lima) hari sebesar

Rp" 15.OO0,- (limabelas ribu rupiah);
2l terlambat 1O6 (seratus enam) hari sampai dengan 195 (seratus semhilanpuluh

lima) hari sebesar Rp. 30.OO0,- (tigapuluh ribu rupiah);
3) terlambat lebih dari L96 (seratus sembilanpuluh enam) hari sebesar

Rp. 5O.OO0,* (limapuluh ribu rupiah).
(6) Denda administratif disetor ke Kas Daerah rnetralui Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil bersama-sama dengan penyetoran retribusi KK, KTP dan Alcta Catatan

Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangftan-

Agar setiap orang mengetahuiny?, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Br"lpati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten illonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 'i8 .larruafiZ0l?

Diundangfuan di Wonosobo
padatanggal 1$ Januar5, 2C,12

SEKRETARIS DA KABUPATEN WONOSOBO,

ITTIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN \ITONOSOBO TAHUN 2OL2 NOMOR 7


